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ABSTRAK:  Dalam menghadapi era globalisasi dan era reformasi serta dalam 
mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab diperlukan kemampuan Pemerintah Daerah 
untuk menggali dan mengelola sumber keuangan daerah yang ada, 
baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, 
pinjaman daerah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Bahwa untuk menanggulangi keadaan yang memaksa yang tidak 
dapat diduga sebelumnya serta melaksanakan pembangunan yang 
bersifat strategis dan berskala besar, Pemerintah Daerah 
menganggap perlu untuk melakukan pemupukan dana melalui 
pembentukan dana cadangan. Untuk mendorong serta 
meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu untuk 
melakukan penyertaan modal/saham. Sehubungan dengan hal 
tersebut di atas, maka perlu menetapkan Dana Cadangan Daerah 
dan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah. 

 UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 tahun 1962; UU No.17 Tahun 
2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 
Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP 
No.39 Tahun 2001; PP No.45 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; 
PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 
2005; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2000; Perda 
Kab.Kutai Kartanegara No.2 Tahun 2005. 

 Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Dana Cadangan Daerah 
dan Pernyertaan Modal Daerah Pemerintah dengan menetapkan 
bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur 
tentang ketentuan umum, dana cadangan daerah, penyertaan 
modal daerah, ketentuan penutup. 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal. 
Pejelasan 12 hlm. 

 
 


